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Abstract. This study explores the implementation of e-Government within the context of Bawaslu (Election
Supervisory Agency) and its impact on governance and public trust. The results reveal that, from the support aspect,
the success of e-Government implementation is largely driven by the commitment of leadership, which provides
essential policies, human resources (HR) training, and technological facilities. However, challenges remain in terms
of limited infrastructure and budget constraints at the district and city levels. Regarding the capacity aspect, Bawaslu
already possesses competent HR, particularly among the younger generation, and adequate infrastructure.
Nevertheless, there is still a need for improvement in the distribution of employee capabilities through continuous
training and mentoring. Lastly, from the value perspective, e-Government has proven to deliver tangible benefits,
such as increased efficiency, transparency, accountability, and an enhanced public trust in the institution. However,
further efforts are required in areas such as system socialization, maintenance, and data security to maximize these
benefits. This research highlights the importance of continuous development in both human and technological
resources to ensure the optimal success of e-Government initiatives in enhancing governance and service delivery.
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Abstrak. Studi ini mengeksplorasi implementasi e-Government dalam konteks Bawaslu (Badan Pengawas
Pemilu) dan dampaknya terhadap tata kelola pemerintahan dan kepercayaan publik. Hasilnya mengungkapkan
bahwa, dari aspek dukungan, keberhasilan implementasi e-Government sebagian besar didorong oleh komitmen
kepemimpinan, yang menyediakan kebijakan penting, pelatihan sumber daya manusia (SDM), dan fasilitas
teknologi. Namun, tantangan tetap ada dalam hal keterbatasan infrastruktur dan kendala anggaran di tingkat
kabupaten dan kota. Mengenai aspek kapasitas, Bawaslu telah memiliki SDM yang kompeten, terutama di
kalangan generasi muda, dan infrastruktur yang memadai. Meskipun demikian, masih ada kebutuhan untuk
peningkatan dalam distribusi kemampuan pegawai melalui pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan.
Terakhir, dari perspektif nilai, e-Government telah terbukti memberikan manfaat nyata, seperti peningkatan
efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut. Namun,
upaya lebih lanjut diperlukan di bidang-bidang seperti sosialisasi sistem, pemeliharaan, dan keamanan data untuk
memaksimalkan manfaat ini. Penelitian ini menyoroti pentingnya pengembangan berkelanjutan pada sumber daya
manusia dan teknologi untuk memastikan keberhasilan optimal inisiatif e-Government dalam meningkatkan tata
kelola dan pemberian layanan.

Kata Kunci: Bawaslu; E-Government; Pelatihan SDM; Pengarsipan; Tata Kelola.

1. LATAR BELAKANG

Modernisasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan agenda
penting dalam reformasi pemerintahan di Indonesia. Administrasi publik dituntut untuk
mampu memberikan layanan yang efektif, efisien, serta responsif terhadap kebutuhan
masyarakat. Perkembangan teknologi informasi menjadi pendorong utama transformasi ini,
sehingga pemerintah menerapkan berbagai kebijakan untuk mendorong digitalisasi, termasuk
Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 serta pemanfaatan e-Government sebagai instrumen
untuk mempercepat proses layanan, meningkatkan akuntabilitas, serta memperkuat

transparansi. Di berbagai instansi pemerintahan, konsep Sistem Pemerintahan Berbasis
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Elektronik (SPBE) digunakan untuk mencapai tata kelola yang bersih, akuntabel, dan modern.

Digitalisasi arsip kemudian menjadi elemen strategis dalam implementasi e-
Government, karena memungkinkan penyimpanan, pengelolaan, serta akses data yang lebih
efisien dan aman. Melalui proses alih media, dokumen fisik dikonversi menjadi format digital
sehingga lebih mudah ditelusuri serta terhindar dari risiko kerusakan. Pemerintah juga
membangun berbagai sistem informasi dan menerapkan standar keamanan data dengan
enkripsi, autentikasi, dan kontrol akses. Transformasi ini tidak hanya mendukung efisiensi
administrasi, tetapi juga memperkuat kolaborasi antarinstansi serta membuka akses informasi
publik secara lebih luas melalui portal layanan digital.

Bawaslu Provinsi Gorontalo sebagai lembaga pengawas pemilu turut dituntut untuk
mengikuti arus digitalisasi tersebut. Pengelolaan arsip yang baik sangat penting bagi Bawaslu
karena arsip menjadi dasar dokumentasi dan evaluasi dalam pengawasan pemilu. Namun,
implementasi e-Government di Bawaslu masih menghadapi kendala pada aspek support,
capacity, dan value menurut Indrajit (2016). Keterbatasan infrastruktur dan anggaran,
rendahnya kompetensi SDM dalam pengelolaan arsip digital, serta resistensi pegawai terhadap
perubahan menjadi hambatan utama. Sementara itu, volume arsip yang meningkat signifikan
dari tahun 2023 ke 2024 menunjukkan kebutuhan mendesak untuk menerapkan sistem
kearsipan digital yang lebih terintegrasi.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan e-Government di lingkungan
Bawaslu Gorontalo belum berjalan optimal, padahal digitalisasi arsip memberikan dampak
besar terhadap efektivitas kerja, penyusunan laporan, dan pengambilan keputusan. Digitalisasi
juga mendorong pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan terukur sehingga meningkatkan
kepuasan publik serta daya saing lembaga. Berdasarkan urgensi tersebut, peneliti memandang
perlu dilakukan kajian mendalam mengenai implementasi digitalisasi kearsipan di Bawaslu,
yang kemudian dituangkan dalam penelitian berjudul “Penerapan e-Government dalam Tata

Kelola Kearsipan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo.”

2. KAJIAN TEORITIS
Administrasi Publik

Perkembangan administrasi publik sangat diperngaruhi oleh berbagai disiplin ilmu lain
seperti ilmu politik, hukum, sosiologi, ekonomi, teknologi, dan lain-lain. Oleh sebab itu,
konsep administrasi publik harus selaras dengan ilmu lainnya. Administrasi publik menurut
Chandler & Plano yang dikutip Harbani Pasolong dalam bukunya (Buku Pengantar

Administrasi Publik, 2022). Menjelaskan bahwa: “Administrasi publik merupakan seni dan
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ilmu (art and science) yang ditujukan untuk mengatur "public affairs” dan melaksanakan
berbagaitugas yang ditentukan. Administrasi publik sebagai disiplin ilmu bertujuan untuk
memecahkan masalah publik melalui perbaikan-perbaikan terutama di bidang organisasi,
sumber daya manusia dan keuangan.

Sedangkan menurut David H. Rosenbloom yang dikutip Harbani Pasolong dalam
bukunya Teori Administrasi Publik (2019:8) menjelaskan bahwa: “Administrasi publik
merupakan pemanfaatan teori-teori dan proses-proses manajemen, politik dan hukum untuk
memenuhi keinginan pemerintah di bidang legislatif, eksekutif, dalam rangka fungsi-fungsi
pengaturan dan pelayanan terhadap masyarakat secara keseluruhan atau sebagian”.
Berdasarkan pemaparan teori dari para ahli diatas, maka administrasi publik adalah proses
yang dilakukan pemerintah dibidang legislatif dan eksekutif dengan tujuan untuk mengatasi
masalah-masalah publik dalam melakukan pelayanan untuk kepentingan umum. Pemerintah
dalam mengatasi masalah-masalah publik bisa mulai dari pembuatan suatu formulasi
kebijakan, implementasi, pengawasan sampai pada evaluasi yang ditujukan untuk masyarakat
umum. (Djani, 2022)

Good Governance

Pemerintahan yang bersih dan baik sangat diinginkan oleh setiap warga negara
khususnya negara Indonesia, agar masalah dalam urusan tata kelola industri di Indonesia dapat
terselesaikan dengan baik. Negara Indonesia sudah menerapkan konsep Good Governance
atau tata kelola pemerintahan yang baik. Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 hukum
ini menjadi dasar dalam menyelenggarakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk
meningkatkan pemerintahan yang baik dalam upaya mencegah praktik kolusi, korupsi dan
nepotisme. Oleh karena itu, berdasarkan UU No. 30 Tahun 2014 harus mampu menciptakan
pemerintah yang transparan, efisien dan birokrasi yang semakin baik. Menurut Komite
Nasional Kebijakan Corporate Governance (2006) mengatakan bahwa pemerintah Indonesia
saat ini sedang bekerja keras dalam melaksanakan Good Governance demi mewujudkan
pemerintahan yang berwibawa dan bersih (Elvia et al., 2025).

Berdasarkan pemahaman Mardiasmo (2009) Good Governance diartikan sebagai tata
cara suatu negara yang digunakan untuk mengelola sumber daya ekonomi dan sosial yang
berorientasi pada pembangunan masyarakat demi mewujudkan pemerintahan yang baik.
Menurut Agoes (2013) mengartikan Good Governance sebagai suatu cara pemerintahan untuk
mengatur hubungan antara tugas komite, peran direksi, pemangku kepentingan dan pemegang
saham lainnya. Suatu proses yang dilakukan secara transparan untuk menentukan tujuan

pemerintah, penilaian kinerja dan pencapaian disebut juga sebagai tata cara kelola pemerintah
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yang bersih dan baik. Peraturan Pemerintah No. 101 Pasal 2d yang dimaksud dengan Good
Governance berarti pemerintahan yang baik menerapkan dan mengembangkan prinsip
profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, demokrasi, kualitas layanan, efektivitas, efisiensi,
supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat.

Terdapat paradigma baru dalam manajemen pembangunan dikarenakan pengertian Good
Governance yang masih simpang siur. Pada umumnya Good Governance diartikan dengan
pemerintahan yang bersih dan baik, sedangkan menurut Komite Nasional Kebijakan
Governance mengatakan bahwa Good Governance adalah pemerintahan yang berwibawa dan
bersih. Dengan hal ini maka Profesor Bintoro Tjokroamidjojo mengajukan suatu gagasan
tentang Good Governance sebagai paradigma baru administrasi/manajemen pembangunan
yang ditempatkan dalam pemerintahan pusat. Pemerintah dapat menjadi penggerak perubahan
komunitas di negara berkembang, dengan adanya Agent of Change (agen perubahan) maka
sangat diharapkan untuk melaksanakan perubahan yang dikehendaki. Kebijakan dan program
yang dilakukan pemerintah yaitu industri- industri, proyek-proyek, serta peran perencanaan
dan anggaran yang dapat mendorong investasi sektor swasta dengan persetujuan investasi
dalam pemerintahan (Shafira & Kurniasiwi, 2021).

E-Government

E-government adalah kependekan kata dari Electronic Government. E- government
merupakan salah satu bentuk atau model sistem pemerintahan yang berlandaskan pada
kekuatan teknologi digital, dimana semua pekerjaan administrasi, pelayanan terhadap
masyarakat, pengawasan hingga pengendalian sumber daya milik organisasi yang
bersangkutan, keuangan, pajak, retribusi, karyawan dan sebagainya dikendalikan dalam satu
sistem (Nugraha et al., 2023).

Heeks (2002) mendefinisikan secara luas E-government dapat didefinisikan sebagai
penggunaan Information and Communication Technologies (ICT) untuk memperbaiki
aktivitas organisasi pemerintahan. Pengertian yang senada diungkapkan juga oleh Devadoss
dkk (2002) yang mendefinisikan E-government sebagai pemanfaatan Information Technology
(IT) seperti mempermudah internet dan untuk mendukung, mengotomatisasikan transaksi
antara pemerintah dengan masyarakat, dunia usaha dan pemerintah lainnya (Octavian et al.,
2023).

Budi Rianto dkk (2012:36) dalam (Rusdi et al., 2022)menyimpulkan bahwa E-
government merupakan bentuk aplikasi pelaksanaan tugas dan tata laksana pemerintahan
menggunakan teknologi telematika atau teknologi informasi dan komunikasi. Aplikasi e-

government memberikan peluang meningkatkan dan mengoptimalkan hubungan antar instansi
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pemerintah, hubungan antara pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat. Mekanisme
hubungan itu melalui pemanfaatan teknologi informasi yang merupakan kolaborasi atau

penggabungan antara komputer dan sistem jaringan komunikasi.

3. METODE PENELITIAN

Dalam hal ini metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah, metode
kualitatif dengan pendekatan deskritif dan model trigulasi. Penelitian kualitatif ini bertujuan
untuk mendapatkan informasi terkait dengan Penerapan e-government Dalam Tata Kelola
Kearsipan Pada Badan Pengawas Pemilihan umum Provinsi Gorontalo, dengan
menggunakan penelitian deskritif yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang detail
dan akurat (Mardianto, 2022).

Dalam melaksnakan penelitian ini, tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif.
Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang
suatu keadaan atau gejala- gejala lainnya. Jenis penelitian ini adalah “Penerapan e-government
Dalam Tata Kelola Kearsipan Pada Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo.
penelitian ini juga mengamati dan menangkap secara factual dan aktual dunia nyata dan
mengkaji perilaku individu, kelompok dan pengalaman mereka sehari-hari yang dilihat dari
indikator, support, capacity, dan value.

Saat melakukan pengumpulan data, peneliti berusaha untuk memperoleh data penelitian
dan mengungkap secara objektif data yang diperoleh karena peneliti ingin mengungkap
dengan benar dan objektif. Selain itu, peneliti juga akan melakukan wawancara mendalam
dengan informan dari berbagai sumber seperti KORSUB SDM dan pegawai yang berada di

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo.

4. HASIL
Dukungan/Support
Berdasarkan hasil wawancara di atas maka peneliti melakukan observasi dan

penelusuran dokumen dimana peneliti menemukan adanya kebijakan terintegrasi yaitu
Bawaslu Provinsi Gorontalo menerapkan UU No. 43 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) melalui
pengelolaan arsip digital yang sistematis dan berkelanjutan. Setiap surat disimpan dalam
bentuk digital untuk menjaga keamanan dan keutuhan data. Penggunaan aplikasi SRIKANDI
mendukung terciptanya tatakelola arsip yang efisien dan transparan.

Meskipun terdapat tantangan dalam kearsipan SDM dan anggaran, komitmen

kelembagaan terhadap transformasi digital terus diperkuat melalui koordinasi dengan Bawaslu
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Rl dan penggunaan aplikasi resmi seperti SRIKANDI untuk memastikan keragaman
pengelolaan arsip diseluruuh tingkatan Lembaga.

Berdasarkan penjelasan temuan penelitian bahwa pimpinan Bawaslu sudah memberikan
dukungan terhadap penerapan SRIKANDI melalui penatapan kebijakan dan penyediaan
fasilitas teknologi namun masih terdapat halangan seperti anggaran.

Kapasitas/Capacity

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti melakukan observasi dan dokumentasi dan
memperoleh data bahwa dalam tata kelola kearsipan Bawaslu Provinsi Gorontalo telah
menunjukan kemajuan signifikan, terutama dalam aspek infratruktur teknologi yang dimana
terdapat aplikasi SRIKANDI yang mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan
akuntabilitas dalam tata kelola arsip.

Sebagian besar pegawai telah memahami penggunaan aplikasi kearsipan digital seperti
SRIKANDI yang dinilai cukup mudah diakses dan efisien dalam menunjang kegiatan
administrasi dan pengelolaan arsip di lingkungan Bawaslu Provinsi Gorontalo. Aplikasi ini
membantu proses pencatatan, penyimpanan, dan pencarian arsip menjadi lebih cepat dan
terstruktur, sehingga meminimalisir penggunaan dokumen fisik serta mendukung sistem kerja
berbasis digital. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa pegawai yang memerlukan
peningkatan kemampuan teknis terutama dalam mengoperasikan fitur-fitur lanjutan seperti
klasifikasi arsip elektronik, pengunggahan dokumen dalam format tertentu, serta penggunaan
tanda tangan digital yang terintegrasi
Nilai/Value

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti melakukakan observasi dan menemukan bahwa
melalui digitalisasi arsip, proses adminitrasi dan pengelolaan dokumen menjadi lebih
transparan, efisien, serta mudah ditelusuri, sehingga masyarakat dapat melihat akuntabilitas
dan profesionalisme lembaga dalam menjalankan tugasnya. Penerapan e-goverment juga
mempermudah akses informasi publik dan mempercepat proses pelayanan tanpa batasan ruang
maupu waktu. Berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi peneliti dapat menyimpulkn
bahwa masih terdapat kendala teknis dan kekhawatiran terhadap keamanan data, penerapan
sistem digital ini secara keseluruhan berhasil memperkuat citra Bawaslu sebagai lembaga
terbuka, mederen, dan berintegrasi tinggi dalam pengelolaan arsip dan informasi.
Pembahasan
Dukungan/Suport

Berdasarkan keseluruhan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa faktor dukungan atau

support merupakan elemen fundamental dalam keberhasilan penerapan e-Government.
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Menurut Indrajit, dukungan harus mencakup kebijakan, manajerial, infrastruktur, dan sumber
daya yang saling terintegrasi agar sistem pemerintahan berbasis digital dapat berjalan efektif.
Hal ini tercermin dalam hasil penelitian di Bawaslu Provinsi Gorontalo yang menunjukkan
adanya dukungan nyata dari pimpinan melalui kebijakan digitalisasi arsip, penyediaan fasilitas
teknologi, pelatihan SDM, serta koordinasi terpusat dengan Bawaslu RI.

Temuan tersebut diperkuat oleh jurnal Ismet Sulila yang menegaskan bahwa
keberhasilan inovasi berbasis teknologi, baik di sektor pemerintahan maupun masyarakat,
sangat bergantung pada dukungan kelembagaan dan penguatan kapasitas SDM serta sarana
prasarana yang memadai. Sejalan dengan itu, jurnal Bharoto & Lestari juga menunjukkan
bahwa penerapan aplikasi e-surat di Desa Palimanan Timur berhasil karena adanya dukungan
dari pemerintah daerah, kesiapan infrastruktur, serta pengelolaan SDM yang baik.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan transformasi digital, baik
dalam konteks pemerintahan maupun masyarakat, sangat ditentukan oleh dukungan
komprehensif yang mencakup aspek kebijakan, sumber daya manusia, teknologi, dan
manajerial sebagai fondasi utama terciptanya tata kelola elektronik yang efektif, efisien, dan
berkelanjutan.

Kapasitas/Capacity

Berdasarkan hasil wawancara dan temuan dalam jurnal Vanessa Aulia, dapat
disimpulkan penerapan e-Government di Bawaslu Provinsi Gorontalo berlandaskan pada
upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, efisien, dan akuntabel melalui
peningkatan kapasitas organisasi dalam memanfaatkan sumber daya manusia, teknologi, dan
prosedur kerja secara efektif. Hasil wawancara menunjukkan bahwa Bawaslu telah memiliki
infrastruktur teknologi yang memadai, seperti jaringan internet stabil, server penyimpanan
data internal, dan penggunaan aplikasi kearsipan digital SRIKANDI, meskipun masih terdapat
kendala pada pemerataan perangkat dan kompetensi SDM di tingkat kabupaten/kota. Temuan
ini sejalan dengan pandangan Indrajit (2006) dan jurnal Vanessa Adelia Rosa Wardani dkk.
(2024) yang menegaskan bahwa keberhasilan penerapan e- Government bergantung pada
kesiapan infrastruktur, kompetensi pegawai, serta dukungan sumber daya yang berkelanjutan.

Dengan demikian, kapasitas Bawaslu Provinsi Gorontalo dapat dikatakan cukup baik,
namun tetap memerlukan penguatan pada aspek pemerataan kemampuan SDM dan
optimalisasi perangkat agar implementasi e-Government dapat berjalan lebih maksimal dan
berkontribusi terhadap peningkatan transparansi serta efisiensi pelayanan publik.

Value/Nilai

Penerapan e-Government di Bawaslu Provinsi Gorontalo telah menciptakan nilai positif yang
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berkontribusi terhadap peningkatan kinerja organisasi dan citra kelembagaan, meskipun masih
dibutuhkan upaya berkelanjutan dalam peningkatan kapasitas SDM, pemeliharaan sistem, dan
keamanan data agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal. dan kesimpulanya adalah nilai
penerapan e-Government di Bawaslu Provinsi Gorontalo telah memberikan dampak nyata
dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan terpercaya,
namun tetap memerlukan penguatan teknis dan sumber daya untuk memastikan keberlanjutan

dan pemerataan manfaat di seluruh tingkatan Lembaga

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan
bahwa penerapan e-Government dalam tata kelola kearsipan di Bawaslu Provinsi Gorontalo
telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan
yang transparan, efisien, dan akuntabel melalui penggunaan aplikasi SRIKANDI yang
mempermudah pengelolaan, penyimpanan, dan distribusi arsip secara digital.

Dengan demikian, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa penerapan e-government
di Bawaslu Provisinsi Gorontalo telah berjalan dengan baik dan memberikan dampak postif
terhadap efektivitas kerja dan pelayanan public, namun masih memerlukan penguatan pada
aspek infrastruktur, kapasitas SDM, serta keberlanjutan dukungan teknis untuk memastikan
implementasinya optimal di seluruh tingkatan Lembaga
Saran

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan penelitian hingga ke
Tingkat bawaslu kabupaten/kota agar diperoleh Gambaran yang lebih menyeluruh mengenai
penerapan e-government. Penelitian berikutnya juga dpaat menggunakan metode kuantitatif
aau mixed method untuk menilai efektivitas dan dampak system digital secara lebih objektif,
serta menyoroti aspek penting seperti keamanan data, integritas system, dan partisipasi public

dalam mendukung transformasi digital di lingkungan Bawaslu
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